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BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA . 
NOMOR 12 TAHUN 2012 

TENTANG 

RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN 
DINAS SO SIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Men gingat 

DENGA~ RAol TMK T JHAN [ .. NG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa $ebagai tindak l@jlJt Pa$al I angk~ 1 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Ne mer 
14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nemor 15 Ta un 
2008 tentang inas Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya, d ipandang perlu meneta pkan 
Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian 
Tugas Unit di Lin gkungan Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nom or 55, 
Tambahan Lemba ran Negara Repu blik 
Indonesia No or 304 1), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Ta hun 1999 Nom or 169 , Tambahan 
Lem bara n gara Republik In don esia 
Nom or 3890); 

2 . Undang-Undal~g Nomor 32 Tahu n 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20 04 Nom or 125, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik 
Indonesia l~omor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengWl {}nd~g­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubaha n Ket;iua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 ; ahu n" 2004 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 200 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nepublik Indonesia Nomor 4844); 
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3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
N<;>m<;>r 129, Tambahan Lembaran Neg~~ 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemb@ntukan P@raturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 
tentang Jabatan Fungsion al Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran egara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom Qr 3547); 

6 . Peraturan Pem erintah N mor 38 Tabun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah an 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupate / 
Kota (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Pera turan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
Dalrun Jaba tan Struktural (Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 40 18) sebagaimana te1ah 
d iubah dengan Peraturan Pem erin tah 
Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Ind onesia Tahun 2002 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4194); 

8. Peraturan Pemerintah Nom or 41 Tahun 2007 
ten tang Organisa s i Perangka t Da erah 
(Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Tahun 2003 Nom or 89, Tamb?han LernbarM 
Negara Rep u blik Indonesia Nomor 474 1); 

9 . Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nom or 87 Ta hun 1999 t€ntang Rumpun 
Jabatan Fungsional Pegawa i Negeri Sipil; 

10. Perahlran Menteri Dalarn Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petu njuk Teknis Penataan 
Organis si Perangkat Daerah; 

11 . Pera an Mente i Dalarn Negeri Nomor 53 
Tahun 2 11 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daer ah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 11 Tabun 2005 tentang Tata. Cara dan 
Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya 
Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Perubahan a,ta,~ 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah 
Kabupat~m Tasikmalaya. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG 
RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS 
SOS AL, TENAOA KERJA DAN TRANSMIGRASI 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pa sal 1 

Dalam Pera turan Bupati ini yang d imaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 
2 . Bupa ti adalah Bupati Tasikmalaya. 
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupa,tep- Tasikmala,ya. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Din a s Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transm igrasi Kabupaten Tasikmalaya. 
5. Un it adalah Un it KeIja yang tergaillbar dalam Struktur 

Organisasi Dinas Sosial, Tena ga Kerja dan Transm igrasi 
Kabupaten Tasikrnalaya. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja 
dan Transmigra si Ka bupa ten Tasikmalaya ada lah unit kerja yang 
melaksanakan tu gas teknis operasional dinas tertentu di 
lapangan yang selanjutnya disebut UPfD. 

7. Kelom pok Jabatan Fung · onal adalah jaba tan teknis yang 
didasarkan pada kea hlian dan atau keterampilan yang tidgk 
terca n tum d alam stru ktur organisasi Dinas namun sangat 
diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Din as. 
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BAB II 
SUSUNAN ORGANISASI 

DAN RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN 
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Bagian Pertama 
Susunan Organisasi 

Pasal2 

Susunan Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 
t~ntW1g P~rql;>ahan a,tas Per .turan D r . h K b lpat~n Ta~ikma,1~ya 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daera h Kabupaten 
Tasikmalaya terdiri dari : 
a. K€pala Dinas ; 
b . Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Program; 
2. Sub Bagian Keuangan ; 
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial, membawahkan : 
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi So sial ; 
2. Seksi Pengembangan Sosial. 

d. Bidang Bantuan Perlindungan SosiaJ, membawahkgn : 
1. Seksi Bantuan Sosial; 
2 . Seksi Perlindungan Sosial; 

e. Bidang KetenagakeIjaan, membawahkan : 
1. Seksi Penempatan dan Peningkatan Pr du ktivitas Kerja ; 
2. Seksi Hubungan Industri' ; 
3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 

f. Bidang Transmigrasi, membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi; 
2. Seksi KeIjasama antar Daerah dan Pengera han. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
h. Un it Pelaksana Teknis Dinas. 

Bagian Kedua 
Rincian Tugas Unit 

Paragraf 1 
Kepala Dinas 

Pasal3 

(1) Kepala Dinas mempuny i tuga s me 'mpin, mengatur, membina, 
mengendalikan dan mengk ordin asikan penyelenggaraan tugas 
pokok Dinas meliputi urus kesekretariatan, pemulihan dan 
pengembangan so sial, bantuan perlindungan sosial, 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian serta pembinaan Unit 
P€laksana T€knis Dinas. 
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(2) Rincian tugas Kepala Dinas : 
a. memimpin, mengawasi, mengendalikan dan 

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas urusan sosial, tenaga 
kerja dan transmigrasi; 

b. m~ny~l~ngg~ra,kan p~rqm~san k~bij?kan pembina~ d~ 
pengembangan urusan pemulihan dan pengembangan sosial; 

c. menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan 
p@ng@mbangan urusan bantuan p@rlindungan sosial; 

d. menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan 
pengembangan urusan ketenagakerjaan; 

e. menyelenggarakan perumusan kebijakan pembinaan dan 
pengembangan urusan ketransmigrasian; 

f. menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan kesekretariatan; 
g. menyelenggarakan perumusan kebUakan dan pem binaan Unit 

Pelaksana Teknis Dinas; 
h. menyelenggarakan kOQrdinasi dengan instansi terk~it. 

Paragraf2 
Sekretariat 

Pa sal4 

(1) Sekretariat mempunyai tuga s menyelenggarakan pelayanan 
administrasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan 
pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyu u n @ 
program, pengelolaan keuangan, administrasi umum dan 
kepegawaian. 

(2) Rindan tugas Sekretariat : 
a. menyelenggarakan penyusunan rencana kegia tan 

kesekretariatan; 
b . menyelenggarakan perumusan dalam penyusunan program 

kerja Dinas; 
c. menyelenggarakan pelayanan administrasi dinas; 
d. menyelenggarakan pengelolaan administr s i keuangan; 
e . menyelenggarakan peng ~ ola an adm·nistrasi kepegawaian; 
f. menyelenggarakan penyusunan anggaran Dinas; 
g. menyelenggarakan pengelolaan kegiatan umum meliputi 

rumah tangga dan perlengka pan dinas; 
h. menyelenggarakan koordinasi dengan Bidang da n Unit 

Pelaksana Teknis Dinas dalam penyusunan anggaran; 
i. menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan 

ketatalaksanaan di lingkungan dinas; 
J. menyelenggarak n penyiapan bahan rancangan dan 

pendokumenta sian perund :1g-undangan, pengelolaan 
perpustakaan; 

k. menyelenggarakan penge_ laan dM pembinaan na~kah dina~ 
dan kearsipan; 

1. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh 
pegawai di lingkungan Dinas untuk menunjang kelancaran 
tugas-tugas dinas; 
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m. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; 
n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit keIja terkait di 

lingkungan Dinas. 

(~) Sekretari~t, membawahkan : 
a . Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan; 
c. Sub Bagian Umum dan Kep€gawaian. 

Pasa15 

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyusun dan 
menghimpun rencana kegiatan meliputi bidang pemulihan dan 
pengemb~g~ s sial, b~tu p r[ndungan sosial, 
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bahan program 
Dina s. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Program: 
a . melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Program; 
b. melaksanakan pengumpulan data dari masing-masing bidang 

sebagai bahan penyusunan program keIja dinas; 
c . melaksanakan identifikasi, analisis dan penyusunan baha n 

laporan kegiatan Dinas; 
d. melak~anakan identifikasi, analisis pengkajian d?I1 

penyusunan program serta penyusunan bahan Laporan 
Akuntabilitas KineIja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; 

e. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis dan 
laporan dinas ; 

f. melaksanakan penyusunan bahan peren anaan dan angga ran 
pembangunan dan belanja dinas serta laporan kegia tan 
tahunan; 

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan h ' sil pelaksanaan tugas 
Sub Bagian Program; 

h . melaksanakan koordinasi dengan unit ke 'a terkait . 

Pasa16 

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas penyJapan bahan 
penyusunan anggaran, penatausahaa. keuangan dan 
penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban. keuangan. 

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan : 
a . melaksanakan penyusunan rencana keg'atan Sub Bagian 

Keuangan; 
b. melaksanakan penyusun an konsep rencana anggaran dinas 

se b~gai bahan \l~\llM _ ik anggar~n penda pC\tan mC\\lpun 
belanja; 

c. melaksanakan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas; 
d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Dinas; 
e. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban 

anggaran pendapatan dan belanja dinas; 
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f. melaksanakan proses akuntansi dan pe1aporan keuangan 
Dinas; 

g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen 
keuangan; 

h. m~la,k~~aJ<an eva.lQa~i dan pelapora,n ha,sil pelaJ<sa.naan mgas 
Sub Bagian Keuangan; 

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, peralatan, 
perlengkapan, asset, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan 
administrasi kepegawaian d~ lin gkung n Din 

(2) Rincian tugas Sub 6agian lJrnurn dan Kepegawaian ; 
a . melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; 
b. melaksanakan pengelolaan peralatan, perlengkapan dan a s set; 
c. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas; 
d. melaksanakan penge101aan rumah tangga dan keprotokolan; 
e. me1aksanakan pengembangan fungsi ke1embagaan, 

ketatalaksanaan dan penge101aan administrasi kepegawaian di 
lingkungan Dinas; . 

f. melaksanakan penyampaian informasi dalam menggu akan 
tata naskah dinas, penataan kearsipan dan dokumentasi, serta 
perpustakaan di lingkungan Dina s; 

g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta 
peme1iharaan data kepegawaian di lingkungan dinas; 

h. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan 
prasarana perlengkapan di lingkungan Dinas; 

i. m e1aksanakan pengurusan pengadaan, penyim pa nan, 
pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta usulan 
penghapusan perlengkapan Dinas; 

J. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan adminis trasi 
perlengkapan d an perbekalan; 

k. me1aksanaka n evaluas i da n pelaporan hasil pe1aksanaan tugas 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

I. melaksanakan koordinasi dengan unit keIja terkait. 
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Paragraf 3 
Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial 

Pasal8 

(1) Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial mempunyai tugas 
pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pel~SW1cwn, eval-qa,$i dan pelaporan di bidang pemulihan dan 
pengembangan sosial meliputi pelayanan dan rehabilitasi so sial 
serta pengembangan sosial. 

(2) Rincian tugas Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial : 
a. menyelen ggarakan penyu sunan rencana keIja Bidang 

Pemulihan dan Pengembangan So ial; 
b. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penetapan 

kebijakan teknis di bidang pemulihan dan pe gem bangan 
sosial yang berpedoman pad a kebij a ka n Pem erintah dan atau 
Pemerintah Provinsi; 

c. menyelenggarakan penyu~unan bahan kerjasama di bida,ng 
so sial dalam program pembinaan lembaga sosial, pelayanan 
dan reha bilitasi sosial serta bina usaha kesejahteraan sosial; 

d. menyelenggarakan penyusunan bahan usulan seleksi dan 
identifikasi u n tuk kelen gkapan akred itasi dan serti lka si 
Iembaga sosial; 

e . menyelenggarakan penyusunan bahan penggalian, pembinaan, 
pengem ban gan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber 
Kesejahteraan Sosial (PSKS); 

f. menyelenggarakan pembinaan teknis pengembangan program 
pelayanan dan rehabilita si sosial; 

g. menyelenggarakan penyusu nan bahan usulan calon peserta 
pendidikan profes i peketjaan sosial; 

h. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan jaringan 
sist€m informas i k@sejaht€raan sosial; 

1. menyelenggarakan penyusunan bahan kelengkapan u sulan 
penganugrahan penghargaan di bidang sos ial; 

J . menyelenggarakan penyiapan bahan kelengkapan u sulan 
pen ganugrahan gelar pah lawan nasional dan perintis 
kemerdeka an; 

k. menyelen ggaraka n penyia pa n bah an pelestarian n ilai-nilai 
kepahlawanan, perintis dan kejuanga n serta n ilai-nilai 
ke~et!akawanan $Qsi~; 

1. menyelenggarakan peny sunan bahan pembangunan, 
perbaikan, p emeliharaan Trunan Makam Pah awan (TMP); 

m. m€ny€lenggarakan penyusunan bah an pemberdayaan keluarga 
pahlawan; 

n. menyelenggarakan enyu u nan ahan pemberian ijin dan 
pengendalian pengumpul n ang atau barang dan sumbangan 
so sial; 

0, menyelenggarakan penyusunan bahan pelaksanaan dan 
pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan 
mental yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; 
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p. menyelenggarakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi 
pengangkatan anak (adopsi); 

q. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan masyarakat 
Komunitas Adat Terpencil (KAT); 

r. menyel~nggarakan penyusunan bahan pembinaan rehabilitasi 
so sial kepada penyandang cacat di luar atau di dalam panti; 

s. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan rehabilitasi 
sosial t€rhadap tuna so sial dan korban narkotika; 

t. menyelenggarakan pengelolaan pusat penampungan 
semen tara untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS); 

u. menyelenggarakan penyiapan bahan perijinan operasional 
organisasi sosial dan panti-panti so sial; 

v. menyelenggarakan pemanta an, e alu si dan pelaporan 
Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial; 

w , rnenydenggarakan kOQrdina,si denga,n unit kerja te_ kait. 

(3) Bidang Pemulihan dan Pengembangan Sosial, membawahk n : 
a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi So sial; 
b. Seksi Pengembangan Sosial. 

Pasa19 

(1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis 
penyelenggaraan pelayanan so s ial dan rehabilitasi sosial k epada 
penyandang masalah so sial. 

(2) Rincian tugas Seksi Pelayana n dan Rehabilitasi Sosial : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan 

dan Rehabilitasi Sosial; 
b . melaksanakan pengumpulan, pengo ahan dan analisis data 

pelayanan dan rehabilitasi sosia1; 
c. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan dan rehabilitasi 

sosial kepada wanita rawan sosial ekonomi; 
d. melaksanakan penyiapan bahan fa . ita si pengangkatan anak 

(adopsi) melalui pengadilan; 
e. m elaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelayanan 

rehabilitasi sosial; 
f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan masyarakat 

Komunitas Adat Terpencil (KAT); 
g. m€laksanakan penyiapan bahan reh abilitasi sosial k€pada 

penyandang cacat di lu ar atau di dalam panti; 
h. melaksanakan penyiapan bah an rehabilitasi so sial kepada 

anak mogul p tus s kolah anak nak , anak jalanan, dan 
anak korban tindak ekerasan; 

1. melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi sosial kepada 
korban narkotika, psikotripi a dan zat adiktif lainnya; 

j. melaksanakan penyiapan bahan rehabilitasi sosial kepada 
tuna, susila, gela,ndangan, pengemis, pemuhmg d3Jl bekas 
narapidana; 
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k. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan dan 
pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan 
mental; 

1. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan terhadap 
Kelomp<;>k Bina8Jl S<;>sia,1 (KBS); 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan 
tugas Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 

n . m@laksanakan koordinasi d@ngan unit kerja t@rkait. 

Pasa1 10 

(1) Seksi Pengembangan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan perencanaan, peng turan, pembinaan 
lem1;>~ga) partisipa~i s<;>~ial dan pemb'na n. 4~~a kes~jahteraan 
sosial. 

(2) Rindan tugas Seksi P@ngembanga n Sosial : 
a . melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi 

Pengembangan So sial; 
b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis d ta 

yang berkaitan dengan partisipasi sosial, pembinaan lembaga 
dan usaha kesejahteraan sosial; 

c . melaksanakan penyiapan bahan pedoman teknis pembinaan 
dan pengembangan lembaga sosial; 

d . melaksanakan penyiapfm bahan pembinaan dan 
pengembangan sarana lembaga sosial dan partisipasi sosial; 

e . m elaksanakan penyiapan bahan pembinaan pekerja so sial; 
f. melaksanakan penyiapan bah an usulan calon peserta 

pendidikan profesi pekerjaan sosi dan Potensi Sumber 
Kesejahteraan So s ial (PSKS); 

g. melaksanakan penytapan bah pelestarian nilai-n ilai 
kepahlawanan, perin tis dan kejuangan serta nilai-n ilai 
kesetiakawanan sosial; 

h. melaksanakan penyiapan bahan kegiatan hari pahlawan dan 
hari kesetiakawanan sosial; 

1. melaksanakan penyiapan bahan kelengkapan u sulan 
penganugrahan gelar pahlawan nasional dan perintis 
kemerdeka an serta pemberian p enghargaan bidang so sial 
lainnya ; 

J. m elaksanakan penyiapan bahan pelayanan, jaminan, 
pem berdayaan dan perlindungan sosial kepada keluarga 
pahlawan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan pembangunan, perbaikan, 
pemelihara an Taman Makam Pahlawan ; 

1. me1aksanakal p enyia pan bahan fasilitasi penyediaan sarana 
dan prasarana sosial; 

m . mel~ksanakan pel1yi~p _ ahan pel1gembangan jaringM 
sistem informasi kesejahtera an sosial; 

n. melaksanakan penyiapan bahan 
penampungan sementara 
Kesejahteraan Sosial (PMKS); 

untuk 
pengelolaan pusat 

Penyandang Masalah 
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o. rnelaksanakan penyiapan bahan pernbinaan dan 
pengernbangan kepada organisasi sosial; 

p. rnelaksanakan penyiapan bahan penJlnan operasional 
organisasi sosial dan panti-panti sosial; 

q. rnelaksana,kan p~nyiapa,n bahan pernberi~n rekornendasi ij in 
undian berhadiah dan pengendalian pengumpulan uang atau 
barang; 

r. rn€laksanakan €valuasi dan p€laporan h asil p€laksanaan 
tugas Seksi Pengernbangan Sosial; 

s. rnelaksanakan koordinasi den gan u nit kerja terka it. 

Paragraf 4 
Bidang Bantu an Perlindungan Sosial 

Pasal 11 

(1) Bidang Bantuan Sosial rnernpu nyai tugas menyelen ggarakan 
penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bantuan 
perlindungan SQsigl meliputi bcwtuan sQsiaJ , perlindWlga,n 
korban tindak kekerasan serta bantuan fakir miskin dan orang 
terlantar. 

(2) Rincian tugas Bidang Bantuan Perlindungan Sosial : 
a. rnenyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang 

Bantuan Perlindungan Sosial sebagai bahan program kerja 
Dinas; 

b . rnenyelenggarakan pengum pulan, pengolahan, analisis dan 
identifikasi data pelayanan bantuan dan perlindungan sosial 
korban tin da k kekerasan; 

c. rnenyelen ggaraka n penyusu nan bahan kebijakan teknis 
bidang bantuan sosial; 

d . menyelenggarakan pengurnpulan, pengolahan, analisis data 
s€rta id€n tifika si da ta sasaran penanggu langan sosial; 

e. menyelenggarakan penyusunan bah an bantuan sosial kepada 
kelu arga fakir miskin, jompo j lanjut usia dan anak terlantar 
d i dala m dan d i luar panti; 

f. menyelenggarakan pen gawasan dan pengen dalian 
pen d istribu sian penyaluran bantu an sosial; 

g. m enyelenggarakan fasilitasi kepada keluarga miskin u ntuk 
menda patkan keringanan j pembebasan biaya perawatan 
kesehatan; 

h. menyelenggarakan pernber;an bantuan so sial ba gi orang yang 
terkena rnusibah j terlantar baik diperjalanan maupun 
dilokasi bencana; 

i. menyelenggarakan p nyiapan bahan koordinasi kegiatan 
penanggulangan be ana sosial rta relokasi daerah rawan 
bencana; 

J. menyelenggarakan bantuan so sial bagi korban bencana sosial 
dan pengungsi; 

k. menyelenggarakan evaluasi kajian terhadap program bantuan 
perlindungan sosial; 
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1. menyelenggarakan pendataan dan pelaporan kejadian 
bencana sosial dan upaya penanggulangannya; 

m. menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi bantuan dan 
perlindungan korban tindak kekekerasan; 

n. menyel('!nggarakan p('!layanan, jaminan dan perlindungan 
sosial kepada korban tindak kekerasan; 

o. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan 
bantuan dan p€rlindungan korban tindak kek@rasan; 

p. menyelenggarakan pendataan dan pelaporan terhadap 
kejadian dan korban tindak kekerasan; 

q. menyelenggarakan fasilitasi penyediaan sarana da n 
prasarana bantuan sosial; 

r. menyelenggarakan penyusu nan bahan pengembangan 
jaminan sosial bagi lanju t usia tidak paten s · al terlantar yang 
berasal dari masyarakat ren tan dan tidak mampu; 

~. menyelenggarakan peman tau a n , evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Bidang Bantuan Perlindu ngan Sosial; 

t. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain . 

(3) Bidang Bantuan Sosial, membawahkan : 
a. Seksi Bantuan Sosial; 
b. Seksi Bantuan Perlindungan. 

Pasal 12 

(1 ) Seksi Bantuan Sosial m empunyai tugas melaksanakan penyia pan 
bah a n pemberian dan pe1ayanan ban tu an so sial meliputi bantuan 
korban bencana sosial, bantuan fakir miskin dan orang terlantar. 

(2) Rincian tugas Seksi Bantuan So ial : 
a. melaksanakan penyusunan rencan kegiatan Seksi Bantuan 

Sosial; 
b. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan 

analis is data bencana so sial, fakir miskin dan orang terlanta,r; 
c . melaksanakan penyiapan bahan pembinaa n teknis 

pelaksanaan kegiatan b n tuan sosi 1) pengungsi dan orang 
te rlan tar; 

d. melaksanaka n pembinaa n , pelayanan dan bantuan so s ial 
kepada ora n g terlantar; 

e. melaksanakan penyiapan bah an fasilitasi terhadap keluarga 
miskin u ntuk mendapatka n keringanan pembeba san biaya 
perawatan keseh a tan; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi bagi 
keluarga iskin dan orang terlanta u n tuk mendapatkan 
sistem pem biayaan kes _hatan; 

g. melaksanakan pemb rian antuan sosial bagi orang yang 
terkena musibah/ terlant d" perjalanan; 

h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pemberian 
bantuan penanggulangan korban bencana; 

1. melaksanakan penyiapan bahan monitoring, supervisi, dan 
pengawasan pe1aksanaan kegiatan bantuan penanggulangan 
korban bencana sosial; 
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J. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Bantuan Sosial; 

k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait. 

Pasal 13 

(1) Seksi Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan kegiatan pemberian bantuan dan perlindungan 
korban tindak kekerasan. 

(2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Sosial : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Perlindungan Sosial; 
b. melaksanakan pengumpulan, peng lahan dan a n alisis data 

pelayanan bantuan dan perlindungan sosial kQrban tindak 
kekerasan; 

c . melaksanakan kegia tan pengumpul n , pen golahan dan 
analisis data fakir miskin; 

d . melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi untuk mendapatkan 
bantuan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasa ; 

e. melaksanakan pelayanan dan bantuan perlindungan kepada 
korban tindak kekerasan dan trafficking; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaanJ rehabilitasi 
korban tindak kekerasan dan trafficking; 

g. melaksanakan pemberian jaminan sosial dan pelayanan 
p~rlindungan so sial kepada kQrban tindak kekerasan clan 
trafficking; 

h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan bantu an 
dan perlindungan korban tindak kekerasan; 

1. melaksanakan penyia pa n bahan pembinaan teknis 
pelaksanaan kegiatan bantua n sosial fakir miskin; 

J. melaksanakan penyiapan bantuan pemberian jaminan sosial 
pelayanan perlindungan sosial pada lanjut usia terlantar; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Perlindu ngan Sosial; 

1. Melaksanakan koordinasi dengan un't keIja terkait . 

Paragraf 5 
Bidang Ketenagakerjaan 

Pa sa l 14 

(1) Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas m enyelenggarakan 
penylapan bahan perumusan kebijakan pembinaan teknis 
ketenagakeIjaan yang meliputi p nempa an dan peningkatan 
produktivitas kerja, u bun n 'n ustrial dan pengawasan 
ketenagakerjaan. 

(2) Rincian tugas Bidang Ketenagakerjaan : 
a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang 

K€t€nagakerjaan; 
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b. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis, 
pelaksanaan penempatan dan peningkatan produktivitas kerja, 
hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; 

c. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan 
(peng~w~san,pengendalian, monitoring, evall,la$i dan pelaporan 
serta pertanggungjawaban di bidang ketenagakerjaan); 

d. menyelenggarakan penyusunan bahan pembentukan 
k€l€mbagaan bidang k€t€nagakerjaan; 

e. menyelenggarakan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, 
pengendalian dan evaluasi serta pengembangan karier sumber 
daya aparatur pelaksana di bidang ketenagakerjaan; 

f. menyelenggarakan penyusu nan bahan pembinaan dan 
penyelenggaraan pelatihan kerj a ; 

g. menyelenggarakan penyusun n bah ~ p laksanaan program, 
pela tihan dan pengukuran peningkatan produktivitas kerja; 

h. menyelenggaraka.n penyusu nan bahan rekQrnendasi/ 
pendaftaran lem baga pelatihan serta pen gesahan perij inan 
LPK; 

i. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaa n 
sertiflkasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 

j. menyelenggarakan penyusu nan bahan penyebarlua an 
informa si pasar kerja dan pendaft aran pencari kerja dan 
lowongan kerja; 

k. menyelen ggarakan penyusunan bahan pembinaan dan 
penilaian pejabat fungsional pengantar kerja, pengawas 
ketenagakerjaan dan pegawai mediator; 

I. menye1enggarakan penyusu nan bahan pelayanan informasi 
pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan 
pen ggun a ten aga kerja; 

m. menyelenggarakan penyusunan bahan rekomen dasi 
penerbitan dan pengendalian ijin rnendirikan lembaga bu rsa 
kerja j Lembaga Penempatan Tenaga KeIja Swasta (LPTKS) dan 
pelayanan penyuluhan dan bim bingan ja batan; 

n. menyelenggarakan penyusu nan bahan r komendasi kepada 
swasta dalam penyelenggaraan pameran bu rsa kerjaj job fair; 

o. menyelenggarakan fasilitasi pene .. _pa tan bagi penca ri kerja 
penyandang cacat, lansia dan perempuan; 

p. rnenye1enggarakan penyuc'u nan bahan penyuluhap, 
rekruitmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja ,serta 
pen empatan tenaga kerja An tar Kerja Antar Daerah (AKAD) j 
Antar K€rja Lokal (AKL) , An tar K€rja Antar Negara (AKAN); 

q. menyelen ggarakan penyusunan bahan penerbitan Surat 
Persetujuan Penempatan (SPP) AKL; 

r. menyelenggarakan penyusunan bahan pen erbitan 
rekomendasi ij in opera sional Te aga Kerj a Sukarela (TKS) luar 
negeri, TKS Indonesia, lem baga su arela Indonesia; 

s. menyelenggarakan pe yusunan bahan pembinaan, 
pengendalian dan penga :va san pendayagunaan TKS dan 
lembaga sukarela; 

t. menyelenggarakan penyusunan bahan pendaftaran dan 
fasilitasi pembentukan tenaga kerja mandiri; 
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u. menyelenggarakan penyusunan bahan penerbitan 1zin 
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), perpanjangan untuk 
tenaga kerja asing dan memonitoring serta evaluasi 
penggunaan TKA; 

v. meny~l~ngga,rakan penyusunan bahan pelatiha,nj bimbingan 
teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna, 
pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) , pelatihan berbasis 
masyarakat dan penganggur; 

w. menyelenggarakan penyusunan bahan program perluasan 
kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal 
serta program padat karya; 

x. menye1enggarakan penyusunan bahan penyuluhan 
pendaftaran dan seleksi calon TKI dan pengawa san rekruitmen 
calon TKI; 

y. menye1enggarakan penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan 
p~rja,njian kedasama bilateral dan multilateral pen empatan 
TKI; 

z. menyelenggarakan penyusunan bahan rekom endasi 
penerbitan izin pendirian kantor cabang, PPTKIS; 

aa.menyelenggarakan penyusunan bahan rekomend si 
penerbitan paspor TKI berdasarkan asal calon TKI; 

bb.menyelenggarakan penyusunan bahan penyebarluasan si tern 
inforrnasi penernpatan TK1 dan pengawasan Kartu Peserta 
Asuransi (KPA); 

cc. menyelenggarakan penyusunan bahan sosialisasi perjanjian 
kerja penempatan TKI di Luar Negeri; 

dd.m.enyelenggarakan penyusuna n bahan penelitian dan 
pengesahan bahan peIjanjian penempatan TKI ke luar negeri; 

ee. rnenye1enggarakan penyusunan bahan pernbin aan, 
pengawasan dan monitoring penem pa tan rnau pun 
perlindungan TKl ; 

ff. rnenye1enggarakan penyusu nan bahan penerbitan 
rekomendasi 1J1n tempat penamp ungan dan pe1ayanan 
kepulangan TKI yang berasal dari kabupa ten; 

gg. menyelenggara kan penyusunan bahan fa silitas i penyusu nan 
serta pen gesahan peraturan perusahaan; 

h h .menyelenggarakan pendaftaran Petjanjian Ketja Bersama 
(PKB, Perjanjian pekerjaan ~ntara perusah ' an pernberi kerja 
dengan perusahaan penyedia ja sa pekerjaj bu ruh) ; 

ii.menyelen ggarakan pen ca ta tan Perj anj ian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT); 

jj .menyelenggarakan penyusun an bahan penerbitan 1Jm 
operasional perusahaan penyedia jasa pe erjaj buruh yang 
berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan 
antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan 
penyedian jasa peke . a j buruh; 

kk.menye1enggarakan penyusu an bahan pencabutan 1Jm 
operasional perusahaan penyedian jasa pekerjaj buruh yang 
b~rdomisili di Kabupaten atas rekomendasi Pemerintah dan 
atau Pernerintah Provinsi; 
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ll.menyelenggarakan penyusunan bahan pencegahan dan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja 
dan penutupan perusahaan; 

mm.menye1enggarakan pembinaan mediator; 
nn.menyeh~nggarakan penyusunan bahan u,sltian pen~ta,pan 

upah minimum; 
00. menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan 

pelaksanaan sistem dan kelembagaan dan pe1aku hubungan 
industrial; 

pp.menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi keangotaan 
Serikat Pekerja (SP)/ Serikat buruh (S:B); 

qq.menye1enggarakan pencatatan organisasi pengusaha dan 
organisasi pekerja dalam Lembaga Kerj sarna (LKS TRIPARTIT 
dan Depekab); 

rr.menyelenggarakan penyusunan bahan pem bin aan dan 
pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan; 

ss. menyelenggarakan penyusunan ba h an pemeriksaan/ 
pengujian terhadap perusahaan dan objek pengawasan 
ketenagakerjaan; 

tt.menye1enggarakan penyusunan bahan penerbitan/ 
rekomendasi terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan; 

uu.menye1enggarakan penyusunan bahan penanganan ka u s / 
melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusah a 
yang melanggar norma ketenagakerjaan; 

vv. menyelenggarakan penyusunan bahan penerapan Sistem 
Manajemen Keselarnatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta 
pelaksanaan koordinasi dan audit 1ernbaga K3; 

ww.menye1enggarakan penyusunan bahan pelayanan dan 
pelatihan serta pengernbangan norma ketenagakerjaan 
keselamatan dan kesehatan kerja; 

xx.menyelenggarakan penyusunan bahan pemberdayaan fungsi 
dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan 
ketenagakerjaan; 

yy.menyelenggarakan penyusunan bahan u sulan calon peserta 
diklat pengawasan ketenagakerjaan; 

zzz. menye1enggarakan penyt sunan bahan usulan calon pegawai 
pengawasan ketenagakerjaan; 

a~a.menye1enggarakan penyusunan bahan u s ulan penerbitan 
kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan; 

bbb.menyelenggarakan penyusunan bahan usulan kartu PPNS 
bidang ketenagakerjaan; 

(3) Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan : 
a . Seksi Penem patan dan Peningkatan Produktivitas Kerja; 
b. Seksi Hubungan Indus ·al; 
c. Seksi Pengawasan Ke enagakerjaan. 
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Pasal 15 

(1) Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja 
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan 
kebij?kan teknis dan penyi~pa,n bahan pembinaan teknis 
penempatan dan peningkatan produktivitas keIja. 

(2) Rincian tugas Seksi Penempatan dan Peningkatan Produktivitas 
Kerja: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja kegiatan Seksi 

Penempatan dan Peningkatan Produktivitas Kerja ; 
b . melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis 

pelaksanaan dan penem patan dan peningkatan produktivitas 
kerja; 

c. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penempatan 
d@ perluasan kesemapatan keda; 

d . melaksanakan penyiapan bahan pembina an, pengawasan, 
pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan s rta 
pertanggungjawaban di bidang ketenagakeIjaan; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pembentukan kelembagaan 
bidang ketenagakerjaan yaitu lembaga penempatan, perlua an 
kesempatan keIja dan asosiasi profesi; 

f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan 
penyelenggaraan pelatihan kerja; 

g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program, 
pelatihan dan penguk u ran peningkatan produktivitas kerja; 

h. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi perizinan j 
pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kon trakj 
pelJanJlan magang; 

1. melaksanakan penyiapan bahan koo dinasi pelaksanaan 
sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja; 

J. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis keIjasama 
dengan perusah aan swasta dan organisas i karyawan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan penye barluasan informasi 
pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja dan lowongan keIja; 

1. melaksanakan pengolah n dan anal" s is d ata pencari kerja dan 
lowongan keIja dari pengguna kerja; 

!p. m elaksanakan penyiapan bahan pembinaal1 dan pen ilajan, 
pejabat fungsional Pengantar Kerja; 

n. melaksanakan penyiapan bahan pelayana n in formasi pasar 
kerja bimbingan jabatan kepada pen cari kerja dan pengguna 
tenaga keIja; 

o. melaksanakan penyiapan bah an rekomendasi penerbitan dan 
pengendalia n lZln mendirikan Bursa KeIjaj Lembaga 
Penempatan Ten aga Kerja Sw sta (LPTKS) dan pelayanan 
penyuluhan dan bim i gan j bata ; 

p. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi kepada swasta 
dalam penyelenggaraan par eran bursa kerjaj job fair, 

q. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penempatan bagi 
pencari keIja penyandang cacat, lansia dan perempuan; 
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r. melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan, rekrutmen, 
seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan 
tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja 
Lokal (AKL); 

s. melak~anakan penyia,pan b~an penerbitan Sl,lrat Persetujuan 
Penempatan (SPP) AKL; 

t. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan rekomendasi ijin 
op@rasional T@naga Kerja Sukar@la (TKS) luar n@geri, TKS 
Indonesia, lembaga sukarela Indonesia; 

u. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukare1a; 

v. melaksanakan penyiapan bahan pendaftaran dan fasilitasi 
pembentukan tenaga kerja mandiri; 

w. melaksanakan penyia pan bahan penerbitan Izin 
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), perpanjangan untuk 
tenaga kerja asing dan monitoring serta evalllasi penggunaan 
TKA; 

x. melaksanakan penyiapan bahan pelatihan/ bimbingan tekn is, 
penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna, 
pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) pelatihan berba is 
masyarakat dan penganggur; 

y. melaksanakan penyiapan bahan program perluasan kerja 
melalui bim bingan usaha m andiri dan sektor informal erta 
p rogram padat karya; 

z. melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan pendaftaran dan 
se1eksi calon TKI dan pengawa san rekruitmen calon TKI; 

aa.melaksanakan penyiapa n bahan fasilitasi pelaksanaan 
perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan 
TKI; 

bb.melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin 
pen dirian kantor cabang, PPTKIS; 

cc. me1aksanakan penyiapan bahan rekomenda si penerbitan 
paspor TKI berdasarkan asal calon TKI; 

dd.melaksanaka n penyiapan bahan penyebarluasan sistem 
informasi penempatan TKI dan pengawa san Kartu Peserta 
Asuransi (KPA) perl"ndungan TKI; 

ee. m elaksanakan penyiapan bahan sosialisa s i perjanjian kerja 
pen empatal1 TKI di luar neger i; 

ff. me1aksanakan penyiapan bahan penelitia dan pengesahan 
bahan perjanjian penempatan TKI ke luar n egeri; 

gg. mdaksanakan pcmyiapan bahan p@mbinaan, pengawasan dan 
monitoring penempatan m aupun perlindu n gan TKI ; 

hh.melaksanakan penyiapan bahan penerbita..'1 rekomendasi ijin 
tempat penampungan dan pelayanan kepulangan TKI yang 
berasal dari kab paten; 

11. melaksanakan evaluasi dan pelapo an hasil pelaksanaan tugas 
Seksi Penempatan dan Pe ing atan Produktivitas kerja; 

JJ. melaksanakan koordinasi d n gan unit kerja terkait. 
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Pasal16 

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan teknis pelaksanaan 
kegi~tan hl~b~ngan industrial dan syarat keIja. 

(2) Rincian tugas Seksi Hubungan Industrial : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Hubungan 

Industrial; 
b. melaksanakan pembinaan teknis pada perusahaan mengenai 

hubqngan ind.~strial dan tata cara pemb~atan p~Ijanjian 
keIja, peraturan perusahaan, kesepakatan keIjasama dan 
keikutsertaan peserta Jamsostek serta pengupahan; 

c. m€laksanakan pengumpulan, pengolah n d n analisis data 
ketenagakeIjaan sebagai bahan hubungan industrial; 

d. melaksanakan pencatatan PeIjanjian KeIja Waktu Tertentu 
(PKWT) pada perusahaan; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pencabutan ijin oper sion al 
perusahaan penyedian jasa pekeIjaj buruh yang berdomis' i d i 
kabupaten melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial; 

f . melaksanakan pernbinaan mediator; 
g. melaksanakan penyiapan bahan usulan penetapan u pah 

minimum; 
h . melaksanakan penyiapan bahan pem binaan pelaksanaan 

sistem dan kelembagaan dan pelaku hubungan industrial; 
1. melaksanakan penyiapan bahan verifikasi keangotaan Serikat 

PekeIja (::;P)j Serikat Buruh (SB); 
J. melaksanakan pencatatan organisa si pengusaha dan 

organisasi pekeIjaj buruh penetapan organisasi pengusaha 
dan organisasi pekeIjaj buruh untuk duduk dalam lembaga­
lembaga ketenagakeIjaan; 

k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan h a sil pelaksanaan tugas 
Seksi Hubungan Industrial; 

l. melaksanakan koordinasi dengan unit kelj a terkait. 

Pa a117 

(1) Seksi Pengawa san KetenagakeIjaan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan kegiatan penyiapan bahan pem binaan 
pelaksanaan kegiatan pengawasan ketenagakerjaan. 

(2) Rincian tugas Seksi Pengawasan Ketenagakeljaan : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pengawasan K tenagak r:.jaan; 
b. melaksanakan pembinaru terh dap pekeIja, pengusaha 

tentMg pelqk~anaCU1 pera tura p perundang-undangan bidapg 
ketenagakerjaan; 

c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pemeriksaanj pengujian 
terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan; 
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e. rnelaksanakan penyusunan bahan penerbitan/ rekornendasi 
terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan; 

f. rnelaksanakan penyusunan bahan penanganan kasus / 
rnelakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha 
yang rnelanggw nQrma ketenagaketjaa,n; 

g. rnelaksanakan penyusunan bahan penerapan Sis tern 
Manajernen Keselamatan dan Kesehatan Ketja (SMK3) serta 
pelaksanaan koordinasi dan audit lernbaga K3; 

h. melaksanakan penyusunan bahan pelayanan dan pelatihan 
serta pengernbangan norma ketenagaketjaan, keselamatan dan 
kesehatan ketja; 

1. melaksanakan penyusunan bahan pernberdayaan fungsi dan 
kegiatan personil dan k ernbagaan pengawasan 
ketenagaketjaan; 

J. rnelaksanakan penyusunan bahan usulan calon peserta diklat 
pengawasan ketenagaketjaan; 

k. melaksanakan penyusunan bahan usu la n calon pegawai 
pengawasan ketenagaketjaan; 

1. melaksanakan penyusunan bahan usulan penerbitan kartu 
legitimasi bagi pengawas ketenagaketjaan; 

m. rnelaksanakan penyusunan bahan usulan kartu PPNS bidang 
ketenagaketjaan; 

n . melaksanakan pengelolaan data ketenagaketjaan sebagai 
bahan pengawasan ketenagakeIjaan; 

o. rnelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap jamin an 
sosial tenaga kerja; 

p. melaksanakan tindak penyidikan terhadap pelanggaran 
peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan; 

q . melaksanakan pemantauan penerapan pelaksanaan pera turan 
perun dang-undangan bidang ketenagakerjaan; 

r . melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perundang­
undangan ketenagakerjaan; 

s. rnelaksanakan evaluasi dan pelaporan ha sil pelaksanaan tugas 
Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; 

t. melaksanakan koordinasi den gan unit kerja lainnya. 

Paragraf6 
Bidang Transmigrasi 

Pasal 18 

(1) Bidang Transrnigrasi rnempuny tugas pokok melaksanakan 
dan rnengkoo dinasikan segala upaya bidang transmigrasi yang 
rneliputi pernbinaan, pendaftaran dan s eksi serta ketjasama 
antar daerah dan penge Jan. 

(2) Rincian tugas Bidang Trans igr Sl: 

a. menyelenggarakan penyu sunan program kerja hidang 
transmigrasi; 

b. menyelenggarkan inventarisasi, identifikasi dan analisis data 
potensi transrningrasi; 
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c. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan 
teknis bidang transmigrasi; 

d. menyelenggarakan penyusunan bahan perancangan 
pembangunan transmigrasi dan pembinaan serta 
penyelenggara~ ~istem inf<;>rmasi k~tr~smigrasian; 

e. menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan 
penyelenggaraan transmigrasi; 

f. menyel€mggarakan penyusunan bahan pembinaan, 
penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian serta 
evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan 
bidang ketransmigrasian; 

g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian ketransmigrasian; 

h. menyelenggarakan penyusunan bahan k m nika si, informasi 
dan edukasi ketransmigrasian; 

1. menyelenggarakan penyusunan bahan. penjajaga,n keIjasarna 
dengan daerah kabupa ten lain; 

J . menyelenggarakan penyusunan bahan naskah kerjasama 
antar daerah dalam perpindahan dan penempatan 
transmigrasi; 

k. menyelenggarakan pendaftaran, seleksi dan penetapan status 
calon transmigran sesuai kriteria; 

1. menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan 
keterampilan dan keahlian calon transmigran; 

m . menyelenggarakan pelayanan penampungan calon 
transmigran; 

n . m enyelenggarakan penyusunan bahan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan penylapan pengiriman 
transmigran; 

o . menyelenggarakan pelayanan perdaftaran dan seleksi 
perpindahan transmigrasi dan penataan perse baran 
transmigrasi; 

p . menyelenggarakan pelayanan pelatihan dalam rangka 
penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi; 

q. menyelenggarakan pelayanan penampungan, permaka nan, 
kesehatan, perbekalan dan 'nformasi perpindahan 
transmigrasi; 

r . Plep.yekIlggarakan pelayanan penganglnltan dalam proses 
perpindahan transmigrasi; 

s. menyelenggarakan penyusunan bahan pelaporan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi 
perpindahan transmigrasi; 

t. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil 
pelaksanaan tugas Bidang Transmigra i; 

u. menyelenggara kan ko rdinasi d ngan it kerja terkait; 

(3) Bidang Transmigrasi, memba wahkan : 
a. Seksi Pembinaan, Pendaft an dan Seleksi; 
b , Seksi Kerjasarna antar Daerah dan Pengerahan! 
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Pasal19 

(1) Seksi Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas 
pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, penyusunan dan 
pembinaan t~knis WWga, transmigr:;t,si da,n calon transmigran 
dalam bidang sosial, budaya, usaha ekonomi dan penyuluhan 
serta pendaftaran dan seleksi calon transmigran. 

(2) Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi : 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi 

Pembinaan, Pendaftaran dan Seleksi; 
b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data 

potensi transmigrasi; 
c. melaksana kan penyiapan bahan peningkatan 

penyelenggaraan transmigrasi; 
d. rnelaksanakan penyiapan bahan pernbinaan, 

penyelenggaraan, pengawasan dan pen gendalian serta 
evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana rusan 
ketransmigrasian; 

e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan d n 
pengendalian ketransm igrasian; 

f. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan 
edukasi ketransmigrasian; 

g. melaksanakan penyiapan bahan pendaftaran, seleksi dan 
penetapan status calon tran migran sesuai kriteria; 

h. m elaksanakan penyiapan bahan peningkatan keterampilan 
dan keahlian calon transmigran; 

1. melaksanakan penyiapan bahan rencana pengarahan dan 
fasilitasi perpindahan transmigrasi 

J. melaksanakan penyiapa n bahan elayanan pendaftaran dan 
seleksi perpindahan transmigrasi; 

k. m elaksanakan penyiapan bahan penyusunan jadwal 
penyuluhan dan pelaksanaan penyulu han transmigrasi; 

l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan sosial bu daya 
warga transmigrasi; 

m. melaksanakan evaluas ' dan pela or a..'1. hasil pelaksanaan 
tugas Seksi Pembinaan, Pen daftaran dan Seleksi; 

n. rpelaJ<:sanal<:an koordinasi den gan unit terkai . 

Pa al 20 

(1) Seksi Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan p nyiapan bahan kerjasama antar 
g~~r~h, pen.gerahan dan penempata trM smigra,n serW 
pengelolaan transito. 

(2) Rincian tugas Seksi Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan : 
a. melaksanakan penyusun rencana kerja kegiatan Seksi 

Kerjasama Antar Daerah dan Pengerahan ; 
b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data 

potensi transmingrasi; 
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c. melaksanakan penyusunan bahan mediasi/ fasilitasi dan 
pelayanan kerjasama antar daerah dalam penataan 
penyebaran penduduk; 

d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan 
pengendalian kerjasama antar daerah antar kabupten/kota; 

e. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis pengawalan 
dan pelayanan penampungan calon transmigran; 

f. m€laksanakan p€nyiapan bahan p€njajagan k€rjasama 
dengan daerah kabupaten/ kota lain; 

g. melaksanakan penyiapan bahan naskah kerjasama antar 
daerah alam perpindahan dan penempatan tra smigrasi; 

h. melaksa akan penyiapan bahan pela anan pe ampun gan 
cal n transmigran; 

1. mel ksanaka p y ·.a a bahan pelaporan dan 
rtanggu gja ¥aban pelak an n bi im transmi ran; 

J . melaksanakan penyi9-.pan bahan pelaksanaan kerja am 
perpindahan dan penataan persebaran transmigrasi yang 
serasi dan seim a ng; 

k. melaksan an penyiapa. ba han pelayanan penampungan, 
pe akanan, kesehatan, pe ekalan dan informasi 
perpindahan transmigrasi; 

1. melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pen angku t n 
dalam proses perpindahan tra nsmigrasi; 

m . m Jaksanakan p _nyiapan ahan elap ran dan 
pertanggungjawaban pela sa naa n pengarahan dan fasi lit si 
pe pin ahan tra mig si; 

n . melaksan evaluasi, d ru 
t gas ksi er' sarna n tar 

o. e aks akan k 

Par gr f 7 

1 

n e ger 
kerja terk 

K 1 mpok Jaba tc n Fungsio al 

a s al 1 

pelak 
an; 

Kelom ok Jabata Fungsio a ana dim ud alanl P sal 2 
huruf g ra tu ran Bupati ll, r 'ncian tu as y a d itetapkan 
berdasa <a er t ran Perundan 1-undangan. 

Para 4af 8 
Unit Pelc ~an Di as 

sal 2 

Unit Pelaksana Teknis Dinas se ag imana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf h Peraturan Bupati ini, men 'enai uraian tugasnya akan diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan 
kebutuhan Dinas. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan 
diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang 
menyangkut t~kni~ pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh 
Kepala Dinas. 

Pasa1 24 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka raturan 
Bupat' Ta ikmal Ta Nomor 28 Tah n 2008 tentang Rinc 'an Tugas 
Uni D' as Sosial, pen u n d n erja Ka up ten 
T sikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pas 125 

P -r' turan upati ini mulai berlak pa a nggal diundangkan. 

Ag r setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pen ndan.g­
Peraturan Bupati ini dengan pe em patannya dalam Berita Daer 
Ka u paten Ta ikmalaya. 

Diund' gka 1 di Ta ikmalaya 
pada tan g 24 ebr uar i 201 2 

SEKRE A S AE _ J 
KABUPATEN AS KM LAY 

~ODIR 
NIP. 19611217 198305 1001 

Ditetap r 1;1 di alay 
- ada tangg 24 F ebrua r i 201 2 

Z N' 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
TAHUN 2012 NOMOR 12 
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